
 

 

BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR :  58 TAHUN 2015 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016 

 

BUPATI  SAMPANG, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, 

transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan 

pengendalian program pembangunan dan program lainnya yang 

terkait dalam Tahun Anggaran 2016, perlu membentuk Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Program 

Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016; 

  

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

2. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 
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6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah 

kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan 

Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terahir dengan Peraturan Presiden Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah;  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
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13. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Teknis Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012; 

14. Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar 

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

15. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan; 

16. Peraturan  Kepala  LKPP  Nomor  1  Tahun  2015  tentang          

e-Tendering beserta Lampirannya; 

17. Peraturan  Kepala  LKPP  Nomor  14  Tahun  2015 tentang        

e-Purchasing; 

18. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan 

Indonesia Nomor 14/TAP.DPN/IV/2015 tentang Pedoman 

Standar Minimal Tahun 2015 Biaya Langsung Personil 

(Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil 

(Direct Cost) Untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi; 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN 

PENGENDALIAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN 

SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016 

 

Pasal 1 

 

Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pembangunan merupakan 

pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program 

pembangunan dan program lainnya yang terkait Tahun Anggaran 2016. 

 

Pasal 2 

 

Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pembangunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 3 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

    Ditetapkan di :  Sampang 

    Pada tanggal : 23 Desember 2015 

                         

           BUPATI SAMPANG 

 

 

H.A. FANNAN HASIB 

 

Diundangkan di : Sampang 

Pada tanggal  : 23 Desember 2015 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 

 

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19610114 198603 1 008 

 

Berita  Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor  : 58 

 


